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DEITGAI$ RATIMAT TT'IIAIT YAITG MATIA ESA

Menimbang a. bahwa setiap penghunian rumah negara golongan II oleh
Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan setelah mendapat Izin
Penghunian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menunjuk penghuni rumah negara
golongan II pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Pemanis dan Serat, dengan Surat Keputusan Kepala Balai;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZAO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun lgg4 tentang
Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tatrun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun
7994 tentang Rumah Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Peliaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3
Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a231;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Keputusan Presiden Nomor 157 /M Tahun 2OlO, tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di
Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Presiden Nomor lzL/P Tahun 20l4,tentang
Pembentukan Kementerian dan PengangkatanMenteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2Ot4-2A19;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22 /PRT /Ml 2OO8 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan
Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

12. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Witayah
Nomor 373/Kpts /M/zO01 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
881/Kptsll<P.32O/7l2OO8 tentang Pendelegasian
Wewenang kepada Sekretaris Jenderal;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: O2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2A25 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Penghuni Rumah Negara Golongan II pada Balai
Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan serat:
Nama : Indah Candrarini,A.Md.
NIP : 198405LL2OL9O22001
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Pelaksana
Pangkat/ Gol. : Pengatur/Il/c
Alamat Rumah : Cahyana NO. RT.01 RW.O4 Kel.

Penambongan Kec. Purbalingga,
Purbalingga, Jawa Tengah

Tlpe Rumah : Gol II Tlpe D/95
Luas Bangunan : 54 m2
Nilai Sewa : Rp. 129.670,-
Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU wajib:
a. Membayar sewa rumah negara;
b. Membayar pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan

dengan penghunian rumah negara dan membayar pemakaian
daya listrik, telepon, air dan atau gas;

c. Memelihara f merawat sebaik-baiknya rumah negara; dal
d. Bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki

kerusakan yang te4'adi sebagai akibat kesalahan/
keLal,aiannya.

Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagairnana dimaksud
dalam diktum KESATU dilarang:
a. Memindahtangankan penghuniannya atau menyewakan/

mengontrakkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh
rumah;

b. Mengubah atau menambah sebagian atau seluruh rumh
negara untuk keperluan yang lain diluar yang ditentukan;

c. Merubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa ain
tertulis dari Kepala Ba]ai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Pemanis dan Serat; dan

d. Menuntut ganti rugi berupa apapun terkait rumah negara
yang di huni.

Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum KEDUA dan diktum
KETIGA dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan
ini.

KEEMPAT



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU harus mengosongkan rumah tersebut dan
menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala
Balai Perakitan dan Pengujian Tanarnan Pemanis dan Serat
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak
berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena
Pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat,
meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi Lain, dan
berhenti atas kemauan sendiri, serta terkena sanksi sebagaimzlz
dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
Masa berlakunya Keputusan lzin Penghunian Rumah Negara
adalah 3 {tiga) tahun dan dapat diperpanjang/ dicabut setelah
dilakukan evaluasi oleh Kepala Balai.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan yang
mengatur rumah negara sebagaimana tersebut dalam diktum
KESATU sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Tanggal

: Malang
: 1 Agustus 2025
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